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ABTRACT
This research was aimed to determine the effect of human resource
capacity, utilization of information technology and government internal control
system on the quality of financial statements at the regional government of
North Bengkulu.
This research used a quantitative approach, using primary data through
questionnaires. Respondents of this research were 20 SKPD of part of a financial
manager at the regional government of Bengkulu City. The Variables in this
research is the capacity of human resources, government internal control system,
and the utilization of information technology as independent variables, as well
the quality  of local government financial statements as the dependent
variable.
The data were analyzed with multiple regression method. The results of
hypothesis shown that the capacity of human resources, government internal
control system, and the utilization of information technology give the impact add
it was positive to the quality of financial statements at the Regional
Government of Bengkulu City.
Keywords: Quality of Government Financial Statement, Human Resource
Capacity,Government Internal Control System, and Utilization of
Information Technology.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber
daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan
data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian
pengelola keuangan dari 20 SKPD Kota Bengkulu. Variabel dalam penelitian ini
adalah kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah ,
dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel bebas, serta kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Analisis data
menggunakan metode statistik analisis regresi berganda.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern
pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas
Sumbeer Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.





Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen
struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas
tertentu. Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang
baik (good governance), telah memotivasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat atas kinerja pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk
kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
(Stunbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).
Wujud pertanggungjawaban pemerintah, upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu tujuan dari
pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, upaya nyata untuk mewujudkan
transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.
Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas,
karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang di publikasikan
oleh pemerintah daerah dengan kegunaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan PP Nomor
71 Tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain: masyarakat, wakil
rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan
dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP Nomor 71
Tahun 2010 dijelaskan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya.
Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1)
relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Apabila tidak sesuai
dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi
kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Sukmaningrum, 2009).
Kurang terpenuhinya karakteristik kualitatif pengelolaan keuangan pada
pemerintahan daerah di karenakan kekurangan sumber daya manusia pengelola
keuangan khususnya yang berlatar belakang akuntansi, penempatan sumber daya
manusia yang keliru, tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi, sarana dan
prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan
akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Sehingga, pemerintah
sebagai pelaksana pengelolaan keuangan di daerah masih mengalami kekurangan
sumber daya manusia berkualitas dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya sumber daya
manusia ini ditengarai disebabkan oleh eforia pemekaran daerah yang meningkatkan
kebutuhan sumber daya manusia pengelolan keuangan daerah minim dan terpaksa harus
dibagi, disamping adanya inkonsisten peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah (FDASP, 5 Maret 2008).
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak
roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut.
Menurut Soimah (2014) sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi,
sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat
penting. Sehingga, harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia
tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang
dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Selain, kapasitas sumber daya manusia yang
bagus sistem pengendalian intern pemerintah pun harus sesuai dengan PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Armando (2013) untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (series of actions and on going basis) .
Disamping itu, juga diperlukan pola pikir (mind set) Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan
pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur,
diantaranya (PP Nomor 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian
risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan
pengendalian intern. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah
dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
disebut dengan Pengawasan Intern. Namun, yang terjadi di masyarakat yang
menggambarkan pengelolan keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat
korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek
pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran belanja yang tersedia, sementara
penerima anggaran harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan. Akibatnya penerima anggaran berusaha untuk memperoleh bukti transaksi
guna mendukung pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas
keuangan instansi pemerintah daerah yang diragukan kebenarnnya. Sehingga
diperlukannya alat pengendali yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Widyaningsih,2009). Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
(BAKN) Nur Yasin menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya kualitas dalam
pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian, Lembaga
Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya dalam
mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Insani, 2010).
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu
menilai sejumlah Pemerintah Daerah di provinsi tidak serius dalam mengelola aset jika
di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlihat pada Laporan Hasil
Pemeriksaan tahun 2014 di Provinsi Bengkulu. Kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) tersebut mengungkapkan bahwa ada empat Pemerintah Daerah di Provinsi
Bengkulu yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Mukomuko serta Kota Bengkulu. BPK
Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
karena Pemerintah Daerah tersebut mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan
LKPD. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kualitas sumber daya
manusia dan pengendalian intern pemerintah (Marini, 2013). BPK menemukan beberapa
kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari:
pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai
dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan
pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung
sumber daya manusia yang memadai.
Selain wajib untuk menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
sumber daya manusia harus mampu memanfaatkan teknologi informasi. Pesatnya
kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka
peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan
informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Arfianti, 2011). Menurut
Widjajanto (2001: 89 dalam Sembiring, 2013) secara umum manfaat yang ditawarkan
oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemprosesan transaksi dan
membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah
besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah.
Hasil Penelitian Andriani (2012) menyebutkan bahwa, pemanfaatan teknologi
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan
ketepatwaktuan LKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah berkewajiban memanfaatkan
teknologi informasi. Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk meningkatkan kamampuan mengelola keuangan pemerintah
daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.
Yosefrinaldi (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Se-Sumatera Barat. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah maka
semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan
Ariesta (2013) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber
Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi
Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menyebutkan
bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan, serta pengendalian intern
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Yosefrinaldi (2013)
dengan judul penelitian Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan
Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Empiris pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat, Ariesta (2013) dengan
judul penelitian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Pasaman Barat, serta penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014) dengan judul
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kota Bengkulu.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti
topik tersebut dan menjadikan penelitian Yosefrinaldi (2013), Ariesta (2013) dan
Soimah (2014)  sebagai rujukan. Maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penelitian
ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
1) Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah?
2) Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?
3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris:
1) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
2) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.




Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan
informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah melalui kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah
dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.
2) Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir
dan menjadi bahan bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur
perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
1.5 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, penelitian ini tidak dilakukan
pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam
penelitian ini hanya pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi
kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu kapasitas
sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan





2.1.1 Teori Keagenan (Agency)
Teori keagenan (agency) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak
(principal) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (agent)
untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain
(agent) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan principal (Jensen
dan Meckling, 1976). Dalam sektor pemerintahan, masyarakat selaku principal
memberikan amanah kepada pemerintah selaku agent.
Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pemegang amanah berkewajiban
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut
Fadzil dan Nyoto (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan principal-agent antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah principal dan
pemerintah daerah bertindak sebagai agent. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai
negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai
pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.
Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self
interest-nya yang mulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai
dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan
bahwa kinerja pemerintah daerah selama ini telah baik, selain itu juga untuk
mengamankan posisinya di legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan
bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab
yang ditunjukan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa
penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka
mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
2.1.2 Transparansi (Tranparency)
Transparasi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan dibidang
keuangan yang diambil oleh pemerintah. Transparasi keuangan ditunjukan untuk
membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah memberikan
pelayanan informasi yang bersih. Transparasi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan
timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui informasi yang memadai dan
menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Piotrowski dan
Bertelli (2010) menjelaskan kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh
pemerintah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat karena,
ditakutkan adanya keterkaitan dan isu-isu mengenai etika, korupsi dan penyimpangan
akuntabilitas.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah,
dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
Sehingga diharapkan mampu menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan
kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan pada preferensi kebutuhan publik.
Folscher (2000) mengungkapkan beberapa keuntungan dari adanya transparasi:
(1) Transparasi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan konstribusi pada
stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari
dapat diminimalisir. (2) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. (3) Meningkatkan
kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara
masyarakat dengan kebijakan pemerintah. (4) Meningkatkan iklim investasi dalam
pemerintahan. Prinsip transparasi dapat dilihat dari dua (2) aspek yaitu, komunikasi
kepada publik oleh pemerintah daerah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi.
Keduanya dapat terpenuhi apabila pemerintah bersedia untuk terus memperbaiki kinerja
menuju pemerintahan dan tata kelola yang lebih baik.
2.1.3 Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan  yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Dwivedi dan Jabbra (1989)
akuntabilitas pelayanan publik merupakan metode yang digunakan oleh lembaga publik
dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dan proses yang
seharusnya dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakan yang dilaksanakan. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur,
yaitu (1) providing information about decisions and actions taken during the course of
operating entity, (2) having the internal parties theinformation, and (3) taking corrective
actions where necessary. Suatu pemerintah daerah yang accountable adalah pemerintah
daerah yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-
keputusan yang telah diambil selama beroperasinya pemerintahan tersebut
memungkinkan pihak legeslatif, auditor, ataupun masyarakat me-review informasi
tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada ketersedian untuk mengambil tindakan korektif
(Sigijianto, et al 1995: dalam Ulum, 2001).
2.1.4 Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode
akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitias pelaporan. Laporan keuangan dapat
dikatakan sebagai data dan juga bisa dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah
informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukan akuntabilitas entitias pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:
a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;
d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggaran terhadap anggarannya;
e) Menyediakan informasi mengenai cara entitias pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnnya;
f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitias
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prosfektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi  besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan
dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk










Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan
laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.
Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporakan besama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitias pelaporan selama satu periode.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam
penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan
keuangan pemerintah daerah terdiri atas: (1) neraca, (2) laporan arus kas, (3) laporan
perubahan saldo anggaran lebih, (4) laporan perubahan ekuitas, (5) laporan operasional,
(6) laporan realisasi anggaran, dan (7) catatan atas laporan keuangan.  Menurut Bastian
(2006) Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi:
1) Relevan, agar bermanfaat informasi laporan keuangan harus sesuai untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki
kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, memprediksi masa
depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki
unsur-unsur sebagai berikut:
a) Manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c) Tepat waktu (timelines)
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
dalam pengambilan keputusan.
d) Lengkap
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup
semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
2) Andal (reliable), informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan
keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan laporan keuangan secara jujur (Faithful representation) dari yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar. serta dapat diverifikasi. Informasi
yang andal memenuhi karakteristik berikut:
a) Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta pengertian lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b) Dapat diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih
dari sekali oleh pihak, maka hasilnya tetap menunjukan kesimpulan yang tidak
berbeda jauh.
c) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan
pihak tertentu.
3) Dapat dibandingkan
Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan
organisasi antar periode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan
(trend) perubahan posisi dan kinerja keuangan secara relatif. Informasi yang
terdapat pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan
bila entitias yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut di
jelaskan pada periode terjadinya perubahan.
4) Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.
Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan
ketekunan yang wajar.
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas baik, apabila
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik
kulitatif laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) dan
penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014) menjelaskan bahwa informasi yang
bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi
tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para
pemakai akuntansi harus mempunyai karakteristik kualitatif yang diisyaratkan.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memenuhi kualitas yang telah
diatur pada Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 yaitu laporan keuangan yang
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna. Namun, laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna
dalam pengambilan keputusan ekonomi secara terperinci.
Menurut Yosefrinaldi (2013) laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari
kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
Alasannya adalah laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat informasi lain selain informasi laporan
akuntansi yang juga sangat membantu, misalnya laporan statistik, proyeksi dan
propektus, berita dimedia, dan hasil penelitian terkait dan sebagainnya (Mahmudi,
2010).
Menurut Darwanis dan Mahyani (2009), dalam penyusunan informasi yang perlu
diperhatikan adalah informasi tersebut dapat mendukung suatu keputusan, sehingga
informasi yang di sajikan benar-benar dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan.
Akurasi informasi keuangan dapat diidentifikasi dari rendahnya tingkat kesalahan yang
akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan.
2.1.6 Kapasitas Sumber Daya Manusia
Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena,
manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat
tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupkan satu-
satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak
langsung terhadap kesejahteraan organisasi (Darwanis & Mahyani, 2009). Menurut
Wiley (2002) dalam Azhar (2007)  mendefinisikan bahwa “sumber daya manusia
merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha
mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia
merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus
dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar
mampu memberikan konstribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan
organisasi.
Menurut Primayana (2014) bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah
kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang
memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat
tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggung jawab tersebut
diuraikan di dalam deskripsi jabatan (job discription). Deskripsi jabatan (job discription)
merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya description
jabatan (job description) yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan
tugas dengan baik. Sedangkan, kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,
pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam
pelaksanaan tugas.
Sumber daya manusia dapat diukur  melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan
tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan suatu yang universal dalam kehidupan
manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk
mencapai tujuan organisas. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan
kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman dilihat dari lamanya
seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu
pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan
lingkungannya (Griffin, 2004 dalam Delanno & Devianni, 2013).
Warisno (2008) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan bahwa pengelolaan
keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki
sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang, pendidikan
akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman
dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang
ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika
akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam
memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan
keuangan yang dibuat dan ketidakpastian laporan dengan standar yang diterapkan
pemerintah.
2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelasakan bahwa Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi.
Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung
sistem pengendalian yang memadai. Menurut Mulyadi (2010) dalam Primayana (2014)
menjelaskan pengendalian intern akuntansi dirancang dari dua tujuan sistem yaitu
menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi
akuntansi. Pengendalian Intern akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-
prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva dan juga agar
dapat dipercayainya catatan keuangan (Hartadi, 1999). Namun, sistem Pengendalian
Intern juga berfokus pada pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk
memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkn bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, guburnur, dan bupati/walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian atas
penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek, ketelitian
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan
manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu
pengendalian intern akuntansi (intern accounting control) dan pengendalaian intern
administratif (internal admninistrative control).
Pengendalain intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian
intern, meliputi struktur organisasi, metode ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan
data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan
kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam organisasi dan akan
menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalain intern administratif
meliputi laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalain intern administratif
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama
untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Soimah, 2014 dalam
Mulyadi, 2010).
Adapun unsur-unsur Pengendalain Intern Pemerintah berdasarkan PP 60 Tahun
2008 antara lain:
a) Lingkungan pengendalian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 unsur lingkungan
pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan kerjanya
melalui penegakan interegritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai
dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pemerintah yang efektif
serta melalui hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait.
b) Penilaian resiko
Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi
pemerintah yang jelas dan konsistensi baik pada tingkat instansi maupun tingkat
kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam
maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi
pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan
pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko (PP No. 60
Tahun 2008).
c) Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan dan prosedur yang dapat
membantu memastikan dilakasanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah
untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko
(PP No. 60 Tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting
yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian
yaitu 1) sistem dan prosedur akuntansi, 2) otorisai, 3) formulir, dokumen, dan
catatan, serta 4) pemisahan tugas.
d) Informasi dan komunikasi
Pada PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa instansi pemerintah harus
memiliki informasi yang relevan dan dapt diandalkan baik informasi keuangan
maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal
serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada
pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang
memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan
yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab
operasional.
e) Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa
pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yng
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui
penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas terpisah Sistem Pengendalain
Intern (SPI) yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
atau pihak eksternal pemerintah dengan mengunakan daftar uji pengendalian
intern.
Sehingga, Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang telah dirancang sebaik
mungkin dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan
pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan
keyakinan atas tercapainya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi merupakan suatu sistem informasi yang penting dalam kehidupan
sehari-hari dan untuk mempermudahakan dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai
cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu
yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan
informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Primayana, 2014).
Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari
nilai infrmasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi.
Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi
berperan dalam menyediakan informasi yang yang bermanfaaat bagi para pengambil
keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung
proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri
dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto
2001:89).
Arfianti (2011) dalam Primayana (2014), mendefinisikan pemanfaatan teknologi
informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang
sejenis secara optimal. Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari
teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas informasi (Husein,
2003). Teknologi informasi seperti komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan
yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan
konsisten dalam perhitungan dari pada menggunakan sistem manual. Selain itu,
komputer sebagai salah satu komponen teknologi dari teknologi informasi merupakan
alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga
bisa mengerjakan suatu yang tidak mampu melakukannya (Indriasari & Nahartyo,
2008).
Namun, memanfaatkan teknologi informasi tidak hanya dalam teknologi
komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan
pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan
kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah
daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk
menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain
menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah
daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai
informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah di atur dalam PP No. 56
Tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan
keuangan daerah yang dihasilkan melalui situs resmi pemerintah daerah. Tujuan
dilakukannya hal tersebut adalah untuk menyampaikan pengumuman atau
pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari
masyarakat.
Menurut Hamzah (2009) dalam Celviana dan Rahmawati (2010) menjelaskan
pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolaan data, pengolaan informasi,
sistem manajemen dan proses kerja secara eloktronik dan (b) pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat diseluruh wilayah negeri ini. Berdasarkan model yang dikembangkan
Thompson et al., (1991) dalam Tjhai (2003:5) yang mengadopsi sebagian teori yang
diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I Ketut (2009), faktor-faktor yang
mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikit:
1) Faktor sosial
2) Affect (perasaan individu)
3) Kesesuaian tugas
4) Konsekuensi jangka panjang
5) Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi.
Penerapan teknologi informasi pada sektor publik selain dapat memberikan
kemudahan dalam mengakses data keuangan antara lain, pengajuan perizinan,
membantu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Surat Izin Mengemudi
(SIM), maupun informasi profil daerah. Selain sistem komputer memberikan banyak
kemudahan tetapi terdapat kelemahan juga. Sistem seperti komputer (mainframe, mini,
micro) cenderung kurang flaksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi  jika ada perubahan
sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih
lama, biaa pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian
hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer peka terhadap
pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Yosefrinaldi, 2013).
2.2 Penelitian Terdahulu
Soimah (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalain Intern Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara”.
Variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel independen.
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bengkulu
Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Primayana (2014) dengan judul “Pengaruh
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalain Intern Akuntansi dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng). Variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia,
pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan
keuangan daerah sebagai variabel independen dan keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Bali Kabupaten Buleleng, dengan jumlah sampel
sebanyak 338 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas sumber daya
manusia berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh meningkatnya
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi
informasi juga berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, serta pengawasan keuangan daearah juga berpengaruh terhadap
meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Ariesta (2013) dengan judul
penelitian “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Pasaman Barat)”. Variabel yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern akunatansi sebagai variabel
independen. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel
dependennya. Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan
SKPD di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah responden kurang dari 100 orang,
respondennya yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Hasil
penelitian pada pengujian pertama menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalain intern akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan
terhadap ketepatwaktuan.
Kemudian Yosefrinaldi (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Internvening Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”. Variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Sistem
pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sumatera Barat. Jumlah
responden dalam penelitian ini sebanyak 95 responden dari 19 DPKAD dengan asumsi
setiap DPKAD memiliki 5 orang kepala bagian dan staf akuntansi. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi
dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zuliarti (2012) dengan judul penelitian
yaitu “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)”. Variabel yang
digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan
pengendalian intern akuntansi sebagai variabel independennya. Sedangkan, nilai
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian
ini dilakukan pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten
Kudus, dengan jumlah responden sebanyak 102 untuk 34 SKPD. Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan
pelaporan kuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh
positif signifikan terhdap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arfianti (2011) dengan judul “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)”. Variabel
yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan sebagai variabel independen.
Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya.
Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD. Responden
penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ penatausahaan
keuangan sebanyak 150 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber
daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, kualitas sumber
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disisi lain,
pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan
dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.
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2.3.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk
menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Primayana,
2014). Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa Sumber daya manusia
merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha
mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia
merupakan salah satu elemen yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan
bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu
memberikan konstribusi secara otimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah
implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya
manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta
informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010).
Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak
memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam
pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari
sistem akuntansi, kualitasnya akan menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi
informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain
itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhdap tugas dan fungsinya, serta
hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan data juga akan berdampak pada penyajian
penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa
laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang
disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Sehingga kapasitas sumber daya manusia yang baik
akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber daya
manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) dengan
hasil kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013) hasil penelitiannya menunjukan
bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan
dan ketepatwaktuan. Soimah (2014), hasil penelitiannya menunjukan bahwa kapasitas
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:
H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah
2.3.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah
Pengendalain intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh
sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang merancang untuk membantu
organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara
untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta
berperan penting dalam mencegah dan pendeteksian kecurangan (fraud). Masih
ditemukannya kecurangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukana bahwa
laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan
yaitu, keterandalan. Menurut Afrianti (2011), hasil pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih menemukan adanya Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan
perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
yang baik, maka akan berdampak baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.
Menurut Yosefrinaldi (2013) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan
penelitian Ariesta (2013) bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan
terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Primayana (2014) menemukan hasil bahwa,
pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.3.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan kualitas laporan keuangan daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 bahwa, untuk
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata
pemerintah yang baik (good governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daera, dan Menyalurkan
Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu
mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan
sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan
bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sehingga,
dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemrintahan dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemrintah daerah, maka semakin baik pemanfaatan teknologi
informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum, (2010)  pemanfaatan teknologi
informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat. Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan
jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik di sisi keakuratan/ketepatan hasil
operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan
teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.
Hasil penelitian yang mendukung tentang pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Afrianti (2011)
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Zuliarti (2012) bahwa, pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung dengan penelitian Yosefrinaldi
(2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis
Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah:
Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan
















Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik,
dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).
3.2 Definisi Operasional Variabel
3.2.1 Variabel  Independen
3.2.1.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak
roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuan secara efektif dan efisien
dari organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau
kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja
sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sumber daya
manusia ini, merupakan suatu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu
harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin
agar mampu memberikan konstribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan
organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Indikator variabel kapasitas sumber daya manusia
dilihat dari pendidikan, tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Variabel Kapasitas
Sumber Daya Manusia diukur dengan instrumen penelitian Soimah (2014) dan Ariesta
(2013) yang telah dimodifikasi kalimat dan pernyataannya dan menambah beberapa
pernyataan dari instrumen yang pernah dilakukan oleh yosefrinaldi (2013).
Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 samapi 5.
Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak 8 pertanyaan. Skala 1 STS
(Sangat Tidak Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia sangat rendah. Skala 2 TS
(Tidak Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia rendah. Skala 3 N (Netral),
artinya kapasitas sumber daya manusia telah cukup. Skala 4 S (Setuju), artinya kapasitas
sumber daya manusia tinggi. Skala 5 SS (Sangat Setuju), artinya kapasitas sumber daya
manusia sangat tinggi.
3.2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan oleh
pemerintah untuk memberikan arahan dan pengawasan serta memberikan keyakinan
dan jaminan yang memadai atas tercapaiannya tujuan organisasi secara efektif dan
efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel
sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 dapat dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Variabel sistem
pengendalian intern pemerintah diukur dengan instrumen penelitian Soimah (2014) dan
Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat dan pernyataannya dan menambah
beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah dilakukan oleh yosefrinaldi (2013).
Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 samapi 5.
Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak 9 pertanyaan. Skala 1 TP (Tidak
Pernah), artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat rendah. Skala 2 JS
(Jarang Sekali), artinya sistem pengendalian intern pemerintah rendah. Skala 3 KK
(Kadang-Kadang), artinya sistem pengendalian intern pemerintah telah cukup. Skala 4 S
(Sering),sistem pengendalian intern pemerintah tinggi. Skala 5 SS (Sangat Sering),
artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat tinggi.
3.2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan merupakan kewajiban
yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah karena kewajiban mengembangkan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan
mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada
pelayanan publik. Kewajiban tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah Daerah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi
Keuangan Daerah. Menurut Jogiyanto (1995:18) teknologi informasi berperan dalam
penyediaan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam
organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan
keputusan dengan lebih efektif. Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi
yaitu komputer dan jaringan internet. Variabel pemanfaatn teknologi informasi diukur
dengan instrumen penelitian Soimah (2014) dan Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi
kalimat dan pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang
pernah dilakukan oleh yosefrinaldi (2013).
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 samapi
5. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak 7 pertanyaan. Skala 1 TP
(Tidak Pernah), artinya pemanfaatan teknologi informasi sangat rendah. Skala 2 JS
(Jarang Sekali), artinya pemanfaatan teknologi informasi rendah. Skala 3 KK (Kadang-
Kadang), artinya pemanfaatan teknologi informasi telah cukup. Skala 4 S (Sering),
artinya pemanfaatan teknologi informasi tinggi. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya
pemanfaatan teknologi informasi sangat tinggi.
3.2.2 Variabel Dependen
3.2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan informasi
yang di sajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan
pemakaian dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Soimah, 2014). Berdasakan PP No.
71 Tahun 2010 tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan
dapat dipahami. Variabel kualita laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan
instrumen penelitian Soimah (2014) dan Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat
dan pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah
dilakukan oleh yosefrinaldi (2013).
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai
5. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak 9 pertanyaan. Skala 1 TP
(Tidak Pernah), artinya kualitas laporan keuangan sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang
Sekali), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah rendah. Skala 3 KK
(Kadang-Kadang), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah cukup.
Skala 4 S (Sering), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tinggi. Skala 5
SS (Sangat sering), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat tinggi.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kualitas dan karakteristik tersebut
dinamakan variabel (Sugiyono, 2010). Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 20 Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
Sampel adalah bagian dari obyek yang akan diteliti. Pengambilan sampel
dilakukan  dengan purposive  sampling,  dimana  sampel  akan  dipilih berdasarkan
pertimbangan  atau  karakteristik  tertentu,  sehingga  semua  populasi yang  memenuhi
karakteristik  yang  ditentukan  akan  memiliki  kesempatan  yang sama untuk dipilih
sebagai sampel. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai yang
melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk Kepala Dinas/Badan/Kantor mulai dari
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu. Alasan peneliti mengambil sampel
dengan kriteria tersebut karena pegawai pengelolaan keuangan sangat membutuhkan
peningkatakan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan
pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pembuatan laporan keuangan
pemerintah daerah.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau
tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat
dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur
pengumpulan data melalui metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi
mengenai Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga, dapat diketahui kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung
kepada dinas terkait dengan perkiraan waktu 2 minggu.
3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Uji Kualitas Data
Pemecahan  masalah  penelitian  dibuat  berdasarkan  hasil  proses  pengujian
data.  Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan
valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil
penelitian. Uji  kualitas  data  ini juga digunakan  untuk  mengumpulkan  data
penelitian.  Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data yaitu uji realibilitas dan uji
validitas.
3.5.1.1 Uji Validitas
Validitas adalah alat ukur digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu
kuisioner (Ghozali, 2013). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya
suatu kuisioner. Suatu  kuisioner  dapat  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada
kuisioner  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  diukur  oleh kuisioner  tersebut.  Uji
validitas digunakan  metode pearson  correlation yaitu dengan cara menghitung
korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Apabila  korelasi
antar  skor  masing masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruknya
signifikan pada level 0,01 dan 0,05, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali,
2013).
3.5.1.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner  yang merupakan
indikator  dari  variabel  atau  konstruk (Ghozali, 2013). Pengukuran  reliabilitas dalam
penelitian ini menggunakan metode one shot yaitu pengukuran hanya sekali dan
hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban
pertanyaan. Dalam hal ini SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas
dengan uji statistik dengan cronbach alpha (α). Menurut Ghozali (2013), suatu konstruk
dikatakan reliabel jika memberikan cronbach alpha > 0,70.
3.5.2. Uji Asumsi Klasik
3.5.2.1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi
variabel  dependen  dan  independen  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau
tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau
mendekati  normal.  Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid
dengan jumlah sampel yang ada. Untuk  menguji  apakah  distribusi  data  normal, maka
dilakukan pengujian dengan  cara  analisis  statistik  yaitu  uji One-Sample
Kolmogorov-Smirnov  Test. Distribusi  data  akan  dikatakan  normal  apabila
menghasilkan  nilai  residu  lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013).
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang
kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan
model. Untuk mendeteksinya maka dalam penelitian ini menggunakan Variance
Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen. Masalah
Multikolinearitas terjadi apabila nilai Tolerance nya < 0,10 atau jika suatu variabel
independen mempunyai nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).
3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
varian tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem
heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Uji heterokedastisitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan uji
Park.  Uji  ini  ditempuh  dengan  melakukan  regresi  terhadap  nilai  logaritma  dari
kuadrat residual (Ghozali, 2013). Untuk menguji heteroskedastisitas dapat diketahui dari
nilai signifikan korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel independen
dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat
Heterokedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat
Heterokedastisitas.
3.5.3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau
anggapan tentang parameter populasi yang tak diketahui berdasar informasi dari sampel
yang diambil dari populasi tadi (Mulyono, 2006). Pengujian  hipotesis  ini  di lakukan
dengan  menggunakan program SPSS Ver.18. Hipotesis diuji pada tingkat signifikansi
(α = 5%).
Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada model
pengujian hipotesis dibawah ini:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε …..............................................................(1)
Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah
α = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien kolerasi
X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia
X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
X2 = Pemenfaatan Teknologi Informasi
ε = Variabel lain yang mempengaruh
Dalam uji hipotesis juga dilakukan beberapa pengujian yaitu:
1) Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah diantara nol dan
satu. Nilai R2 yang kecil menunjukan kemmpuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R2 mendekati
satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini
menggunakan Adjusted- R2 karena Adjusted- R2 dapat naik atau turun apabila suatu
variabel independen ditambahkan ke dalam model. Semakin tinggii nilai Adjusted-
R2 maka semakin tinggi pula variabel independen dapat hizali, 2013).
2) Uji Simultan (F-test)
Uji statistik F merupakan kelayakan model/alat uji statistik untuk
menunjukan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji
statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel indeoenden yang
dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara besama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% (α =
0,05).
3) Uji-t
Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan
nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel
independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai
koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).
Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada :
 Hipotesis diterima jika nilai signifikansi dibawah 0,05
 Hipotesis ditolak jika nilai signifikansi diatas 0,05
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Data
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang melaksanakan
pengelolaan keuangan yang termasuk Kepala Dinas/Badan/Kantor, Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),







Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset 5 5
2 Dinas Kendudukan dan Pencatatan Sipil 5 5
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 4
5 Dinas Tata Ruang dan Perumahan 5 4
6 Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga 5 5
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 4
8 Badan Lingkungan Hidup 5 3
9 Dinas Koperasi dan UMKM 5 5
10
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
5 5Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman  Modal 5 5
12 Dinas Sosial 5 0
13 Dinas Kesehatan 5 5
14 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 5 5
15





16 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 5 5
17 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 5 5
18 Dinas Pekerjaan Umum 5 5
19 Satuan Polisi Pamong Praja 5 0
20
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika 5 5
Total 100 83
Sumber: Data Primer diolah, 2016
Dari 100 (100%) kuesioner yang disebar, 83 (83%) kuesioner yang diterima
kembali,  (17%) kuesioner tidak kembali. Dari 83 (100%) kuesioner yang kembali, 80
(96%) dapat diolah dan 3 (4%) tidak dapat diolah karena ada informasi responden dan
beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Rincian mengenai pengembalian kuesioner
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.2
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Responden
Jumlah %
Kuesioner yang disebarkan 100 100%
Kuesoner yang kembali 83 83%
Kuesioner yang tidak dapat diolah 3 4%
Kuesoner yang dapat diolah 80 96%
Sumber: Data Primer diolah, 2016
4.1.2   Deskripsi Responden
Responden pada penelitian ini adalah pengelola keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu. Dari data yang terkumpul, diperoleh
deskripsi responden yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur responden, tingkat
pendidikan dan masa kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Adapun gambaran









20-30 Tahun 7 9%
31- 40 Tahun 24 30%
41-50 Tahun 29 36%
















1-5 Tahun 37 46%
5-10 Tahun 24 30%
> 10 Tahun 19 24%
Total 80 100%
Jabatan
Kepala SKPD 12 15%
PPK 22 28%
PPTK 13 16%
Bendahara Pengeluaran 19 24%
Bendahara Pembantu 14 18%
Total 80 100%
Sumber: Data Primer diolah, 2016
Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa deskripsi responden berdasarkan jenis
kelamin, sebagian besar responden yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Bengkulu berjenis kelamin pria sebanyak 46 orang atau sebesar 58%, sedangkan
responden wanita sebanyak 34 orang atau sebesar 43% saja. Berdasarkan umur
responden, maka rata-rata umur responden dalam penelitian ini antara 41 sampai dengan
50 tahun, hal ini dapat dilihat dari persentase untuk umur yang berkisar 41 sampai
dengan 50 tahun yaitu sebesar 36% yaitu 26 orang, namun pada umur yang berkisar 31-
40 tahun juga cukup banyak yaitu sebesar 30%. Hal ini menandakan, bahwa
kemampuan menjalankan tugas yang baik dimiliki oleh responden umur 31-40 tahun
dalam pengelolaan keuangan.
Kemudian, berdasarkan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan,
sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan tamatan S1 sebanyak 49 orang atau
sebesar 61%, dan tingkat pendidikan SMA sebesar 0%. Berdasarkan latar belakang
pendidikan responden, maka jurusan manajemen adalah latar belakang pendidikan
paling besar dari responden yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 24%, latar belakang
pendidikan lain-lain sebanyak 26 orang atau sebesar 33%, kemudian bidang akuntansi
sebanyak 15 orang atau sebesar 19%, pertanian sebanyak 11 orang atau sebesar 14%,
dan MIPA merupakan latar belakang pendidikan yang terendah karena hanya 9 orang
saja atau sebesar 11%. Hal ini berarti bahwa, pola pikir dari pengelola keuangan telah
cukup memadai untuk mampu menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan
keterampilan yang dimiliki oleh responden walaupun berasal dari latar belakang
pendidikan yang berbeda-beda.
Masa kerja dengan tingkat tertinggi responden berkisar 1 sampai 5 tahun
sebanyak 37 orang atau sebesar 46%, masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 19 orang
atau sebesar 24% dan masa kerja 5 sampai 10 tahun hanya 24 orang atau sebesar 30%.
Hal ini menunjukan bahwa walaupun kebanyakan dari mereka bekerja dibidang tersebut
berkisar 1 sampai 5 tahun tetapi mereka sudah berpengalaman, dan mempunyai
kemampuan dan telah memahami sistem pengelolaan keuangan berdasarkan standar
yang berlaku. Kemudian, dilihat dari tingkat jabatan responden penelitian ini dengan
jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Kantor sebanyak 12 orang atau sebesar 15% saja
dikarenakan banyak kesibukan yang harus diselesaikan. Pejabat Penatausahaan Teknis
Kegiatan (PPTK) sebanyak 13 orang atau sebesar 16%, jabatan sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) sebanyak 22 orang atau sebesar 28%, dan jabatan
sebagai bendahara pengeluaran 19 orang atau sebesar 24%, serta responden yang
menjabat sebagai bendahara pembantu 14 orang atau sebesar 18%.
Berdasarkan data yang ditunjukan dari identitas responden, responden pada
umumnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta mempunyai pengalaman
kerja yang cukup lama. Hal ini dapat terlihat dari persentase identitas reponden.
Sehingga diharapkan pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden dapat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel















KLKPD (Y) 80 9-45 28 25-43 35,8000 3,81668
KSDM (X1) 80 8-40 25 25-38 31,4250 3,23264
SPIP (X2) 80 9-45 28 20-42 34,6125 3,80370
PTI (X3) 80 7-35 20 20-35 27,3875 3,46590
Valid N
(Listwise)
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Adapun hasil statistik deskriptif berdasarkan rata-rata distribusi jawaban
responden untuk setiap instrumen pernyataan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.5
Rata-rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
1
Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Pernyataan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mean 3,6 4,08 4,22 4,21 3,76 3,85 3,98 3,93 4,13
2
Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)
Pernyataan ke
1 2 3 4 5 6 7 8
Mean 4,05 4,16 4,27 3,85 3,63 3,9 3,72 3,82
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Pernyataan ke
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mean 3,75 3,76 3,93 3,86 3,92 3,86 3,82 4,01 3,67
4
Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)
Pernyataan ke
1 2 3 4 5 6 7
Mean 4,36 4,11 4,16 4,3 3,81 3,38 3,25
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian frekuensi jawaban responden
sesuai dengan pengukuran skala likert yang terdiri dari 1 sampai 5:
Tabel 4.6
Frekuensi Jawaban Responden
Skala Likert KLKPD (Y) KSDM (X1) SPIP (X2) PTI (X3)
1 0,40% 0,00% 0,28% 2,50%
2 2,20% 1,90% 2,64% 3,30%
3 16,50% 21,60% 22,22% 22,20%
4 60,80% 58,40% 61,94% 46,40%
5 20,00% 18,10% 12,92% 25,60%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.4 variabel kapasitas sumber daya manusia diukur dengan
menggunakan instrumen yang terdiri dari 8 pernyataan. Dari 80 responden didapat
rentang aktual antara 25-38, artinya tingkat kapasitas sumber daya manusia aktual
responden minimal berada pada kisaran 25 dan tingkat kapasitas sumber daya manusia
maksimal berada pada kisaran 38. Sedangkan, rentang yang mungkin terjadi adalah
antara 8 (menunjukkan nilai paling rendah) sampai 40 (menunjukkan nilai yang paling
tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban ke 4 adalah
pilihan jawaban terbanyak responden yaitu 58,40%.
Rata-rata aktual untuk seluruh responden pada variabel kapasitas sumber daya
manusia adalah 31,4250 sedangkan rata-rata teoritis adalah 25. Karena rata-rata aktual
lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat kapasitas sumber
daya manusia yang memadai di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
Standar deviasi untuk variabel kapasitas sumber daya manusia adalah sebesar 3,23264.
Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi sangat
kecil dibandingkan nilai rata-rata aktual.
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan menggunakan
instrumen yang terdiri dari 9  pernyataan. Dari 80 responden didapat rentang aktual
antara 20-42, artinya tingkat sistem pengendalian intern pemerintah responden minimal
berada pada kisaran 20 dan tingkat sistem pengendalian intern pemerintah maksimal
berada pada kisaran 42. Sedangkan, rentang yang mungkin terjadi adalah antara 9
(menunjukkan nilai paling rendah) sampai 45 (menunjukkan nilai yang paling tinggi).
Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban ke 4 adalah pilihan
jawaban terbanyak responden yaitu 61,94%.
Rata-rata aktual untuk seluruh responden pada variabel sistem pengendalian
intern pemerintah 34,6125 sedangkan rata-rata teoritis adalah 28. Karena rata-rata aktual
lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem pengendalian
intern pemerintah yang memadai di dalam Satuan Keja Perangkat Daerah Kota
Bengkulu. Standar deviasi untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah
sebesar 3,80370. Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai
standar deviasi sangat kecil dibandingkan nilai rata-rata aktual.
Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan menggunakan
instrumen yang terdiri dari 7 pernyataan. Dari 80 responden didapat rentang aktual
antara 20-35, artinya tingkat pemanfaatan teknologi informasi responden minimal
berada pada kisaran 20 dan tingkat kapasitas sumber daya manusia maksimal berada
pada kisaran 35. Sedangkan, rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7
(menunjukkan nilai paling rendah) sampai 35 (menunjukkan nilai yang paling tinggi).
Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban ke 4 adalah pilihan
jawaban terbanyak responden yaitu 46,40%.
Rata-rata aktual untuk seluruh responden pada variabel pemanfaatan teknologi
informasi 27,3875 sedangkan rata-rata teoritis adalah 20. Karena rata-rata aktual lebih
tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat pemanfaatan teknologi
informasi yang memadai di dalam Satuan Keja Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
Standar deviasi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 3,46590.
Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi sangat
kecil dibandingkan nilai rata-rata aktual.
4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data
4.1.4.1 Hasil Uji Validitas
Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas




0,550** - 0,788** 0,000-0,000 ValidPemerintah Daerah (Y)
Kapasitas Sumber
0,327** - 0,769** 0,003-0,000 ValidDaya Manusia (X1)
Sistem Pengendalian
Intern
0,471** - 0,726** 0,000-0,000 ValidPemerintah Daerah (X2)
Pemanfaatan Teknologi
0,412** - 0,705** 0,000-0,000 ValidInformasi (X3)
**Signifikan pada level 0,01
Berdasarkan uji validitas yang ditunjukan Pearson Correltion (Validitas) untuk
variabel dependen, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) berada pada
nilai 0,550** sampai 0,788**. Variabel independen, kapasitas sumber daya manusia (X-
1) dengan nilai 0,327** sampai 0,769**. Sistem pengendalian intern pemerintah daerah
(X2) dengan nilai  sebesar 0,471** sampai 0,726**. Pemanfaatan teknologi informasi
(X3) pada uji dengan Pearson Correlation 0,471** sampai 0,726**. Hal ini menunjukan
bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur setiap variabel, karena
signifikan pada tingkat signifikasi 0,05 atau 0,01.
4.1.4.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali,
2013). Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach’s Alpha (α). Jika Cronbach’s
Alpha (α) > 0,70 maka data dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabelitas dalam








0,808 ReliabelPemerintah Daerah (Y)
Kapasitas Sumber
0,766 ReliabelDaya Manusia (X1)
Sistem Pengendalian Intern
0,807 ReliabelPemerintah Daerah (X2)
Pemanfaatan Teknologi
0,709 ReliabelInformasi (X3)
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan
menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alpha (α) untuk setiap variabel adalah lebih besar
dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk masing-masing variabel
dikatakan reliabel.
4.1.5 Uji Asumsi Klasik
4.1.5.1 Uji Normalitas
Untuk mengetahui normalitas dari distribusi data dilakukan dengan uji one
sample kolmogorov smirnov test. Uji normalitas data bertujuan untuk  menguji apakah
dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi
normal atau tidak (Ghozali, 2013). Data terdistribusi secara normal jika nilai Asymp sig
(2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05. Hasil pengujian
normalitas data dengan uji one sample kolmogorov smirnov test adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8






Sumber: Data primer diolah, 2016
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai Kolmogorov-Smirov adalah
0,531 dan  signifikan  pada  0,05. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa p-value nya  lebih
besar  dari confidence interval  (0,05)  dan  ini  menunjukkan  data terdistribusi
normal.
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik
seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel  independen.  Uji  multikolinieritas
dilakukan  dengan  menganalisa  korelasi  antar  variabel  independen pada  nilai
Tolerance dan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  dalam collinearity  statistics
(Ghozali, 2013). Batas Tolerance value adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF >
10 dan nilai Tolerance < 0.10, maka tejadi multikolinearitas tinggi antar variabel bebas
dengan variabel bebas lainnya.
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi Berganda
Variabel Collinearity Statistics Keterangan
Tolerance VIF
Kapasitas Sumber Daya 0,761 1,314 Tidak Terjadi
Manusia (X1) Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern 0,639 1,565 Tidak Terjadi
Pemerintah ( X2) Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi 0,701 1,427 Tidak Terjadi
Informasi (X3) Multikolinieritas
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan pengolahan data dan hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF di
atas dapat simpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan
nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.
4.1.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji
heteroskedastisitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan uji Part. Uji ini
ditempuh dengan melakukan regresi terhadap nilai logaritma dari kuadrat residual
(Ghozali, 2013). Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila
signifikannya lebih besar dari α (5%). Hasil uji heretoskedastisitas dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Heroskedastisitas Model Regresi Berganda
Sebelum Tranformasi Data
Variabel Signifikansi Keterangan












Sumber: data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas di atas untuk variabel kapasitas
sumber daya manusia tingkat signifikansinya hanya sebesar 0,028 yang artinya terjadi
heteroskedastisitas. Namun, setelah dilakukan transformasi data hasilnya berubah
menjadi tidak terjadi heteroskedastisitas dan bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.12
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Model Regresi Berganda
Setelah Tranformasi Data
Variabel Signifikansi Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) 0,364
TidakTerjadi
Heterokedastisitas




Pemanfaatan Teknologi Informasi( X3) 0,198
Tidak Terjadi
Heterokedastisitas
Sumber: data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas sebelum dilakukannya
transformasi data terlihat nilai signifikan koefisien variabel kapasitas sumber daya
manusia sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 yang artinya terjadi heteroskedastisitas.
Salah satu cara untuk mengatasi data yang terkena heteroskedastisitas adalah
mentransformasikan data dalam bentuk logaritma. Setelah dilakukan tranformasi data
nilai signifikan koefisien korelasi semua variabel terhadap residual > 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan
kata lain merupakan model regresi yang baik.
4.2    Hasil Pengujian Hipotesis
Model statistik yang digunakan peneliti untuk mengukur pengujian terhadap
hipotesis ini adalah dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hipotesis yang
diajukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kapasitas sumber daya
manusia sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi
mempengaruhi secara positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Dengan menggunakan regresi linear berganda
untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti, hasilnya dapat dilihat dalam
tabel 4.13 dibawah ini:
Tabel 4.13
Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda
Nama Variabel Koefisien
regesi t- Statistik Sig.
(Constant) 8,541 2,243 0,028
Kapasitas Sumber 0,276 2,324 0,023
Daya Manusia (X1)
Sistem Pengendalian Intern 0,344 3,126 0,003Pemerintah Daerah (X2)
Pemanfaatan Teknologi 0,243 2,106 0,039
Informasi (X3)
R Square 0,414
Adjusted R Square (R2) 0,391
F Hitung 17,927
Sig. 0,000
4.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil uji regresi hipotesis pertama, kedua dan ketiga ini dengan persamaan Y = α
+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε menunjukkan  besarnya R  Square adalah  sebesar  0,414;
nilai  F hitung  adalah 17,927 dan  nilai Adjusted R Square (R2) 0,0391;  dengan  nilai
signifikasi persamaan  sebesar  0,000 (<0,10)  yang menunjukkan  bahwa  model
persamaan  ini  fit.
4.2.2 Uji Simultan (F-test)
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 17,927
dengan angka signifikan = 0,000. Karena nilai signifikan dari data analisis lebih kecil
dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap
layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan fenomena kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah Kota Bengkulu.
4.2.3   Uji Statistik t (t-test)
4.2.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama yang dirumuskan adalah kapasitas sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
hasil uji hipotesis pada tabel 4.13 di atas, untuk variabel kapasitas sumber daya manusia
memiliki koefisien regresi (beta) sebesar 0,234 dan nilai t hitung sebesar 2,324.
Sedangkan nilai probabilitas signifikan p value sebesar 0,023 atau berada dibawah nilai
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh
secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata
lain hipotesis pertama diterima.
4.2.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua yang dirumuskan adalah sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
uji statistik t pada tabel 4.13 di atas, untuk variabel sistem pengendalian intern
pemerintah memiliki koefisien regresi (beta) sebesar 0,343 dan nilai t hitung sebesar
3,126. Sedangkan nilai probabilitas signifikan p value sebesar 0,003 atau berada
dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah atau dengan kata lain hipotesis kedua diterima.
4.2.3.3 Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
uji statistik t pada tabel 4.13 di atas, untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi
memiliki koefisien regresi (beta) sebesar 0,221 dan nilai t hitung sebesar 2,106.
Sedangkan nilai probabilitas signifikan p value sebesar 0,039 atau berada dibawah nilai
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau
dengan kata lain hipotesis ketiga diterima.
4.3 Pembahasan
4.3.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kapasitas
sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kapasitas sumber
daya manusia, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh
pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-
rata jawaban responden untuk variabel kapasitas sumber daya manusia dengan nilai
cukup tinggi. Nilai tersebut menunjukkan adanya kapasitas sumber daya manusia yang
cukup tinggi yang artinya tanggung jawab dalam pekerjaan, pengalaman dibidang
akuntansi, pelatihan yang di ikuti, serta pendidikan sudah baik dilakukan oleh Kepala
Dinas/Kantor/Badan dan pegawai pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Bengkulu, dimana kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kepala
Dinas/Kantor/Badan dan pegawai pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Bengkulu ikut berperan dalam menghasilkan laporan keuangan.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia
yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu  cukup mempunyai
tanggung jawab yang tinggi karena telah mengerti peran dan fungsi yang jelas sesuai
dengan pedoman akuntansi yang ada, dan telah cukup mendapatkan pelatihan dan
pengalaman untuk menunjang kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
Penelitian ini sejalan dengan Primayana (2014) yang menyatakan bahwa
kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin memadai kapasitas sumber
daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan
pelaporan keuangan yang andal. Darwanis dan Mahyani (2009) dengan kapasitas
sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan
dan pengalaman yang memadai akan membantu penyelesaian tugas ataupun pekerjaan
yang diberikan kepadanya. dimana semua hal tersebut akan mendukung pemerintah
daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.
4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil  pengujian  hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sistem
pengendalian intern pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan
yang disajikan oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian statistik deskriptif juga
menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk variabel sistem pengendalian intern
pemerintah dengan nilai cukup tinggi yang artinya dalam lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan
sudah cukup diterapkan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan dan pegawai pengelolaan
keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu, namun harus tetap ditingkatkan lagi.
Hasil penelitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011)
yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daearah. Penelitian Ariesta (2013) juga
menyatakan pengendalian intern akuntansi  berpengaruh positif terhadap keterandalan
nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Kemudian, Primayana (2014) yang
menyatakan  bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan berguna untuk
menetapkan apakah lima unsur pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian
telah terpenuhi dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik dalam hal ini tercermin
dalam pelaporan keuangan yang andal.
4.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pemanfaatan
teknologi informasi, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang disajikan
oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan
rata-rata jawaban responden untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah
dengan nilai cukup baik yang artinya dalam melakukan pekerjaan telah menggunakan
komputer untuk melaksanakan tugas, dalam transaksi keuangan menggunakan software
yang sesuai dengan peraturan, sistem informasi dalam penyajian laporan keuangan
sudah terstruktur  dan telah memanfaatkan jaringan internet pada unit kerja sebagai
penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan, namun masih rendahnya
perlindungan dan pemeliharaan komputer serta pendataan terhadap komputer yang telah
usang sehingga terkadang harus menggunakan cara manual dalam bertransaksi .
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014)
yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Yosefrinaldi (2013), bahwa
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian Zuliarti (2012) juga menunjukan hasil bahwa,





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kapasitas Sumber Daya
Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Kualitas Laporan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dari hasil pengujian hipotesis pertama disimpulkan bahwa kapasitas sumber
daya manusia terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bengkulu. Hasil
penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat tanggung jawab dalam pengolaan
keuangan, pelatihan dan pengalaman di bidang akuntansi pada kapasitas sumber
daya manusia, maka akan berpengaruh baik kepada kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah yang di sajikan.
2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua disimpulkan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bengkulu.
Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat pengendalian lingkungan,
penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam sistem
pengendalian intern pemerintah daerah, maka akan berpengaruh baik terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di sajikan.
3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bengkulu. Hasil
penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat penggunaan komputer untuk
pengelolaan keuangan dan jaringan internet sebagai penghubung informasi
pemerintah daerah, maka akan berpengaruh baik terhadap kualitas laporan
keuangan yang di sajikan.
5.2 Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
pertimbangan bagi organisasi sektor publik khususnya pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Bengkulu dalam penentuan kebijakan terkait dengan penyusunan laporan
keuangan agar dapat tercapainya kualitas keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yaitu meningkatkan tanggung
jawab, dan mengikuti pelatihan. Kemudian, meningkatkan sistem pengendalian intern
pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet untuk
mempermudah dan mempercepat pengelolaan keuangan dan sebagai penghubung
pengiriman informasi yang dibutuhkan.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu memiliki
keterbatasan penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Bengkulu belum mencapai keseluruhan. Sehingga, kemungkinan hasil penelitian
yang diharapkan belum maksimal.
2. Responden penelitian ini hanya ditujukan kepada bagian pengelolaan keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga, kemungkinan hasil penelitian ini
belum maksimal.
3. Dengan menggunakan kuesioner maka memungkinkan adanya responden bias
dari responden karena tidak serius ataupun tidak jujur dalam menjawab
pernyataan yang ada dalam kuesioner.
5.4 Saran Penelitian Selanjutnya
1. Penelitian berikutnya diharapkan agar memperluas populasi penelitian dan
menambah variabel prediktor lain atau menambah variabel moderasi dan
intervening karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Peneliti berikutnya diharapkan melakukan penelitian kepada populasi yang tepat,
supaya pernyataan yang ditujukan sesuai dengan bidang pekerjaan responden.
3. Peneliti berikutnya diharapkan menambahkan metode lain penyebaran angket
atau kuesioner, seperti metode wawancara secara langsung untuk mendukung
penjelasan hasil penelitian.
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